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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui serta menjelaskan peran dan tugas, serta kendala apa yang dihadapi oleh Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Padang. Peran tersebut terkait dengan struktur organisasi sekolah yang dijabarkan dalam bentuk peran dan fungsi yang terdapat dalam unit-unit dalam struktur tersebut. Pelaksanaan peran dan fungsi ini harus didukung oleh factor internal maupun eksternal dari organisasi pengelolaan sekolah, agar tercapai tujuan, sasaran dan target yang disusun oleh pihak sekolah bersama-sama pihak lain sebagai stakeholders yang terdapat disekolah tersebut dalam sebuah visi, misi, tujuan dan program yang jelas hendak dicapai oleh sekolah tersebut. Kemampuan untuk merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi tujuan pendidikan yang hendak ciapai oleh sekolah tersebut merupakan peran dan tugas Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Padang. Penelitian ini mengambil lokasi di beberapa sekolah menengah (SMA) dan Sekolah Dasar (SD) di Kota Padang. yang dianggab berprestasi pada tingkat nasional Dengan menggunakan metode deskriptif melalui teknik wawancara dan triangulasi sumber data penelitian ini menemukan bahwa Komite Sekolah berperan dalam meningkatkan mutu sekolah tersebut baik dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan maupun melalui berbagai kebijakan yang dirumuskan bersama-sama dengan Dewan Pendidikan terhadap perbaikan peningkatan mutu sekolah tersebut.
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1. Latar Belakang 
Sistem pendidikan yang selama ini dikelola secara birokratik dan sentralistik oleh kebanyakan ahli dianggap sebagai salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Pengelolaan yang birokratik menempatkan “kekuasaan” sebagai penentu dalam proses pengambilan keputusan. Kepala sekolah dan guru-guru sebagai pihak yang paling memahami realitas pendidikan di sekolah dan seharusnya paling berperan dalam mengambil keputusan dalam mengatasi berbagai persoalan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan sering dikendalikan oleh birokrasi daerah.

Otonomi pendidikan di tingkat sekolah merupakan  satu bentuk otonomi  yang langsung dilaksanakan oleh sekolah sebagai ujung tombak pendidikan di tengah masyarakat. Dinas pendidikan kabupaten/kota dan kantor cabang dinas pendidikan kecamatan sebagai pelaksana otonomi di tingkat daerah idealnya berperan sebagai fasilitator dalam proses pembinaan, pengarahan, pemantauan dan penilaian. Sedangkan sekolah harus diberikan peran nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.  Hal ini disebabkan karena proses interaksi edukatif di sekolah merupakan inti dari proses pendidikan yang sebenarnya.
Paradigma Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini beranggapan bahwa peningkatan mutu dan relevansi pendidikan hanya dapat dicapai dengan demokratisasi, partisipasi, dan akuntabilitas pendidikan, di mana masyarakat sebagai stakeholder berperan penuh, terwakili dalam bentuk lembaga bernama Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Pembentukan Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. 

Dalam Kepmendiknas tersebut disebutkan empat peran yang harus diemban Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah (1) sebagai advisory agency (pemberi pertimbangan), (2) supporting agency (pendukung kegiatan layanan pendidikan), (3) controlling agency (pengontrol kegiatan layanan pendidikan), dan (4) mediator atau penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah Jika dijabarkan, tugas dan peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tersebut amat luas dan besar. 

Dengan tugas dan peran yang demikian besar, tidak heran jika kemudian masyarakat memiliki pengharapan yang sangat besar terhadap keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.  Apalagi selama ini masyarakat merasa tidak mampu mengartikulasikan kepentingan mereka di bidang pendidikan kepada pemerintah baik pusat maaupun daerah melalui Dinas Pendidikan Nasional. Oleh sebab itu kehadiran  Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dianggap solusi terbaik.
Namun setelah lima tahun kedua lembaga ini berdiri, secara umum ia belum mampu memenuhi harapan publik yang sudah terlanjur besar. Justru kiprah yang diperlihatkan ternyata banyak mengundang beragam kritikan. Di antara kritikan tersebut adalah lembaga ini dianggap terlalu banyak ikut campur urusan proses belajar-mengajar, melakukan pemungutan biaya yang besar kepada orang tua siswa, biaya sekolah menjadi tinggi karena harus membiayai operasional Komite Sekolah dan pemungutan berjalan tanpa melalui perundingan dan tidak melihat kemampuan setiap orangtua siswa
. 

2. Perumusan Masalah Dan Tujuan Penelitian
2.1. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Program dan kegiatan apa yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di Kota Padang.

2. Faktor internal dan eksternal apa saja yang menunjang dan menghambat pelaksanaan tugas dan peran yang diemban Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di Kota Padang.

3. Apa kesulitan yang dihadapi manajemen sekolah dan orang tua murid dengan adanya lembaga mandiri seperti Komite Sekolah.

4. Bagaimana pengaruh keberadaan Dewan pendidikan dan Komite Sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kota Padang?

2.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Mendeskripsikan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kota Padang.

2. Mengidentifikasi berbagai internal dan eksternal yang mampu menunjang atau menghambat pelaksanaan tugas dan peran yang diemban Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di Kota Padang.

3. mengeksplorasi berbagai kesulitan yang dihadapi oleh pihak manajemen sekolah dan orang tua murid dengan dibentuknya lembaga mandiri seperti Komite Sekolah.

4. Melihat pengaruh keberadaan Dewan pendidikan dan Komite Sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kota Padang?

3. Tinjauan Kepustakaan

Untuk menjawab permasalahan kajian peneliti akan menghampiri masalah dengan pendekatan efektivitas organisasi, karena bagaimanapun Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah sebuah lembaga formal dimana efektivitas pelaksanaan tugas dan peran yang diembankan kepada kedua lembaga sangat terkait dengan faktor efektivitas organisasi seperti karakteristik organisasi, personil, lingkungan organisasi, kepemimpinan dan manajemen. Kemudian konsep efektivitas organisasi akan dikaitkan dengan peran dan tugas ideal dari Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.  
3.1. Pengertian Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka berikut ini akan dibahas kajian pustaka yang berhubungan dengan konsep-konsep utama yang menjadi landasan teoritik penelitian ini seperti konsep Efektifitas Organisasi, definisi Peran dan Tugas. Kemudian akan dibahas teori yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas tugas dan peran organisasi, faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tugas dan peran organisasi.

3.1.1 Pengertian Efektivitas Organisasi

Miller (1977:292) mengemukakan pengertian efektivitas adalah sebagai tingkat seberapa jauh suatu organisasi mencapai tujuannya. Selanjutnya Etzioni (1969:82) menyatakan bahwa efektivitas organisasi adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi yang merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu di antara anggota-anggotanya.

Jadi, secara umum dapat diartikan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan organisasi. Siliss (1968:312) mengatakan bahwa fektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan, dan pemanfaatan tenaga manusia. Adapun konsep tingkat efektivitas organisasi menunjuk pada tingkat sejauh mana organisasi tersebut melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsinya sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada. 

Efektifitas organisasi memiliki kriteria atau ukuran, sebagaimana yang dinyatakan oleh Siagian (1986:33):

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan;

3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap;

4. Perencanaan yang matang;

5. Penyusunan program yang tepat;

6. Tersedianya sarana dan prasarana;

7. Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik di antara bagian-bagian organisasi.

Berdasarkan uraian di atas jika dikaitkan dengan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat disimpulkan bahwa dalam pengertian efektifitas organisasi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah kemampuan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tanpa ada tekanan atau ketegangan baik dalam internal organisasi maupun dengan lingkungan organisasi.

3.1.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Peran dan Tugas Organisasi

Banyak pendapat yang mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas peran dan tugas organisasi. Sebelum diuraikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas peran dan tugas dari suatu organisasi, berikut terlebih dahulu dijelaskan pengertian peran dan tugas yang digunakan pada penelitian ini. Thoha (1993:80) mengemukakan pengertian peran adalah pemahaman mengenai keselarasan atau integrasi antara kebutuhan-kebutuhan individu dengan tujuan atau misi organisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Sedangkan pengertian tugas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan. Jadi peran dan tugas dalam penelitian ini mengandung pengertian sesuatu yang harus dikerjakan oleh Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah  sesuai dengan tujuan dan misi  organisasi 

 Steers (1987) mengemukakan empat faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas peran dan tugas suatu organisasi adalah sebagai berikut :

1. Karakteristik Organisasi
Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi. Struktur diartikan sebagai cara bagaimana orang-orang dikelompokkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Teknologi menyangkut mekanisme suatu organisasi untuk mengubah input menjadi output organisasi. Teknologi dapat memiliki berbagai bentuk, termasuk variasi-variasi dalam  proses mekanisme yang digunakan dalam mencapai tujuan, dan variasi dalam pengetahuan teknis yang dipakai untuk menunjang kegiatan menuju sasaran. Salah satu aspek  struktur organisasi yang terpenting faktor luasnya desentralisasi atau kewenangan yang diberikan kepada organisasi dan para anggota organisasinya untuk mengambil keputusan strategis terkait pelaksanaan peran dan tugasnya. Faktor lainnya adalah spesialisasi pekerjaan yang membuka peluang bagi personilnya untuk mengembangkan diri dalam bidang keahliannya sehingga tidak mengekang daya inovasi mereka. Faktor formalisasi berhubungan dengan tingkat adaptasi organisasi terhadap lingkungan yang selalu berubah. Semakin formal suatu organisasi, semakin sulit organisasi tersebut beradaptasi terhadap lingkungan. Hal tersebut berpengaruh terhadap efektivitas organisasi, karena faktor tersebut menyangkut para anggota yang cenderung lebih terikat pada organisasi dan merasa lebih puas jika mereka mempunyai kesempatan mendapat tanggungjawab yang lebih besar dan mengandung lebih banyak variasi, jika peraturan dan ketentuan yang ada dibatasi seminimal mungkin. 

 2. Karakteristik Lingkungan
Karakteristik lingkungan ini mencakup dua aspek, yaitu internal dan eksternal. Lingkungan internal dikenal sebagai iklim organisasi, yang meliputi macam-macam atribut lingkungan yang mempunyai hubungan dengan segi-segi dan efektivitas, khususnya atribut yang diukur pada tingkat individual. Lingkungan eksternal adalah kekuatan yang timbul dari luar batas organisasi, yang mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. Hal ini mempengaruhi derajat kestabilan yang relatif dari lingkungan, derajat kompleksitas lingkungan, dan derajat kestabilan lingkungan. 

3. Karakteristik Anggota
Karakteristik anggota organisasi terkait dengan peranan perbedaan individu para anggota dalam hubungannya dengan efektivitas. Para individu anggota mempunyai latarbelakang sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, motivasi dan kemampuan yang berbeda-beda. Variasi sifat anggota inilah yang menyebabkan perilaku orang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap efektivitas organisasi. Dua hal tersebut adalah rasa keterikatan terhadap organisasi dan komitmen individu. Menurut Steers (1985:135), peranan tingkah laku dalam efektivitas organisasi harus memenuhi dua persyaratan sebagai berikut:

1. Setiap organisasi harus mampu menjaga semangat kerja dan kekompakan tim, dengan imbalan yang pantas dan memadai sesuai dengan kontribusi individu. yang relevan bagi pemuasan kebutuhan individu.

2. Organisasi harus dapat memberikan kesempatan kepada setiap anggota tim untuk berperan dan berkarya, serta melaksanakan tugas khusus yang menjadi tanggung jawab  utamanya. 

Di samping peranan yang dapat diandalkan, organisasi yang efektif menuntut agar para anggota timnya bertingkah laku spontan dan inovatif. Job description tidak akan dapat secara mendetail merumuskan apa yang mereka kerjakan setiap saat, karena bila terjadi keadaan darurat atau luar biasa, individu harus mampu bertindak atas inisiatif sendiri dan atau mengambil keputusan dan memberikan tanggapan yang paling baik bagi organisasinya.

4. Karakteristik Praktik Manajemen      
Manajer atau pimpinan suatu organisasi memainkan peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi, dan memperlancar kegiatan ke arah yang menjadi sasaran. Kebijakan yang baik adalah kebijakan tersebut secara jelas membawa anggotanya ke arah tujuan yang diinginkan. Harus dipahami bahwa kebijakan tidak berarti harus ditulis (Amstrong, 1995:49). Pada intinya manajemen adalah tentang memutuskan apa yang harus dilakukan, kemudian melaksanakannya melalui orang-orang (Amstrong, 1995:14). Definisi ini menekankan bahwa orang-orang di dalam organisasi merupakan sumber daya yang terpenting. Dari faktor praktik manajemen ini, dapat diidentifikasikan sedikitnya enam variabel yang menyumbang pada efektivitas, yaitu

1. penyusunan tujuan strategis;

2. pencarian dan pemanfaatan sumber daya;

3. menciptakan lingkungan prestasi;

4. proses komunikasi;

5. kepemimpinan dan pengambilan keputusan;

6. inovasi dan adaptasi.

Selain itu Robbins (1996:76) juga mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas peran dan tugas suatu organisasi adalah faktor politik dan faktor organisasional.

1. Faktor Politik

Faktor politik yang mempengaruhi peran sebuah organisasi adalah penerapan good governance dan civil society, yang dapat didefinisikan sebagai proses penyelenggaraan kepemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan dilaksanakan tanpa kekerasan dan sesuai dengan konstitusi yang ada.

a. Penerapan good governance
Berkaitan dengan good governance, Mardiasmo (2002:18) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance, di mana pengertian dasarnya adalah kepemerintahan yang baik. Kondisi ini berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif. Bertolak dari proses Reformasi 1998 yang menginginkan suatu perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, berkeadilan, dan akuntabel, maka tuntutan akan adanya kepemerintahan yang baik (good governance) menjadi relevan dan berhubungan satu dengan lainnya. Tujuan reformasi untuk penguatan peran masyarakat dengan penerapan demokrasi rakyat tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh suatu pemerintahan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Penerapan civil society
Pengembangan masyarakat madani memerlukan ruang publik di mana setiap warga negara bisa secara bebas dan mandiri mengemukakan pendapatnya mengenai masalah-masalah kemasyarakatan. Mereka juga memiliki ruang yang memadai untuk memanfaatkan potensinya dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sayangnya ruang publik yang semacam itu sejauh ini amat terbatas. Hampir semua ruang publik di mana masalah-masalah kemasyarakatan berkembang selalu tidak pemah lepas dari intervensi negara dan pemerintah. Pemerintah bahkan sering kali bertindak sangat jauh dan berusaha melakukan intervensi pada hal-hal yang sebenamya merupakan bagian dari private life warganya. Bahkan, sering kali menjadi amat sulit untuk membedakan antara public dan private life. Konsep masyarakat sipil ini sesungguhnya bermuara pada tiga syarat pokok suatu  pemerintahan (Mas'oed, 1997) yaitu:

1. Kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas di antara individu dan kelompok di masyarakat dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa;

2. Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam kebijakan publik;

3. Kebebasan sipil dan politik dalam keseluruhan proses sosial dan kenegaraan yang ada.
Jadi, dalam masyarakat sipil, hubungan antara masyarakat dan negara atau pemerintah terjalin secara harmonis dengan prinsip-prinsip demokrasi yang universal, dengan tatanan politik yang memiliki liberalisasi dan partisipasi yang tinggi. Di sini dibutuhkan komitmen para pemimpin politik yang kuat terhadap demokrasi yang menolak penerapan kekerasan dan sarana ilegal dan tidak konstitusional untuk mengejar kekuasaan. Untuk itu, dibutuhkan gaya kepemimpinan politik yang fleksibel, akomodatif, dan sesuai dengan konsensus.

2.  Faktor Organisasional
Faktor organisasional yang mempengaruhi peran organisasi  dalam penelitian ini dipilih faktor yang memiliki relevansi tinggi sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh organisasi seperti Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yaitu kepemimpinan, struktur organisasi, dan sumber daya manusianya.

a.  Kepemimpinan

Kepemimpinan menunjuk kepada sekelompok orang yang secara aktif merumuskan doktrin dan program lembaga serta mengarahkan kegiatan dan hubungan lembaga dengan lingkungannya (Esman, 1972:22). Ketika organisasi dan lingkungannya mengalami gejolak dan ketidakpastian, peranan seorang pemimpin sangat dibutuhkan. Seorang pemimpin yang mempunyai visi sudah barang tentu akan mampu mengelola organisasi dan segala sumber daya yang mendukungnya. Oleh karena itu, pemimpin yang efektif harus mempunyai agenda dalam mencapai tujuan organisasi, menghadapi tantangan dan kemungkinan yang akan terjadi, mewujudkan keinginannya dengan visi yang baru serta mengkomunikasikannya, dan mengajak orang lain bersatu untuk mencapai tujuan baru dengan menggunakan sumber daya dan energi seefisien mungkin (Nanus, 1992:4). 

Gaya kepemimpinan yang yang sesuai untuk diterapkan pada organisasi semacam Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ini adalah kepemimpinan yang partisipatif, karena hal ini sejalan dengan penerapan asas desentralisasi dengan wacana masyarakat sipil serta kepemerintahan yang baik yang baik. Dengan adanya kepemimpinan partisipatif maka membuka ruang bagi pemberdayaan anggota yang lain untuk berhubungan dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari organisasi tersebut. 

b.   Struktur

Menurut Jones (1995:12), struktur organisasi adalah sistem formal dari aturan dan tugas serta hubungan otoritas yang mengawasi bagaimana anggota organisasi bekerja sama dan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Perhatian sebuah organisasi terhadap bentuk struktur organisasi dapat memberikan daya saing, membantu organisasi untuk mempersatukan, meningkatkan kemampuan organisasi untuk mengelola  keanekaragaman, meningkatkan efisiensi organisasi, meningkatkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan kebijakan, memberikan organisasi ke arah yang lebih baik, mengintegrasikan dan memotivasi fungsi-fungsi dan anggotanya, serta membantu organisasi untuk mengembangkan strategi implementasi.

Sesungguhnya struktur yang tepat dan perlu dikembangkan untuk lembaga atau organisasi yang hidup pada konteks pengembangan pemerintahan yang bemuansa good governance dan kondisi atau hubungan antara negara dan masyarakat yang berorientasi pada civil society seperti Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ini adalah struktur organisasi yang organik. Hal ini disebabkan oleh karakteristik struktur organik yang luwes, di mana anggota organisasi memiliki kebebasan untuk melakukan inovasi, sehingga organisasi mampu melakukan penyesuaian secara cepat dengan perubahan lingkungan yang cepat dan turbulence. Budaya organisasi yang berkembang pada struktur organik menciptakan kondisi di mana anggota organisasi berorientasi pada nilai yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan perubahan lingkungan ekstemal. 

c.   Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi merupakan aset yang sangat berharga. Pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi tidak akan pernah optimal jika tidak didukung oleh sumber daya yang kuat. Oleh sebab itu pengembangan SDM organisasi, dan kesejahteraan mereka harus menjadi kepedulian semua pihak dalam organisasi, khususnya pimpinan puncak. Pengembangan sumber daya manusia harus menjadi bagian dari rencana strategi organisasi. Selanjutnya hal ini perlu didukung oleh perubahan sikap semua anggota tim dalam struktur organisasi. (Gome' 1995:11).

Dari beberapa buah pemikiran tersebut akan dijadikan sebagai panduan bagi peneliti dalam mempelajari peran dan tugas Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
3.2. Dewan Pendidikan

3.2.1 Pengertian, Nama dan Ruang Lingkup Dewan Pendidikan

Berdasarkan Kepmen Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 dinyatakan bahwa Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota. Nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing, seperti Dewan Pendidikan, Majelis Pendidikan, atau nama lain yang disepakati. Adapun ruang lingkup pendidikan meliputi pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.


Dewan Pendidikan tersebut berkedudukan di kabupaten/kota, badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan daerah. 

3.2.2. Tujuan 

Tujuan didirikannya Dewan Pendidikan adalah untuk :

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;

2. Meningkatkan tanggungjawab dan peranserta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;

3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

3.2.3. Peran dan Tugas Dewan Pendidikan

Adapun peran Dewan Pendidikan menurut Kepmen Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Nomor 044/U/2002 adalah sebagai:

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;

2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;

3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;

4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat. 

Tugas Dewan Pendidikan adalah :

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah, dan DPRD berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;

4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai kebijakan dan program pendidikan, kriteria tenaga daerah dalam bidang pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;

5. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;

6. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

3.2.4. Keanggotaan dan Pembentukan Dewan Pendidikan

Jumlah keanggotaan Dewan Pendidikan maksimal 17 (tujuh belas) orang dan jumlahnya gasal yang terdiri atas unsur masyarakat dan unsur birokrasi/legislatif. Unsur masyarakat dapat berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, yayasan penyelenggara pendidikan (sekolah, luar sekolah, madrasah, pesantren), dunia usaha/industri/asosiasi profesi, organisasi profesi tenaga pendidikan, Komite Sekolah. Sedangkan unsur birokrasi/legislative dapat dilibatkan sebagai anggota Dewan Pendidikan  maksimal 4-5 orang.

Dewan Pendidikan ini merupakan mitra pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun pembentukan Dewan Pendidikan menganut prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan demokratis. Untuk pembentukan Dewan Pendidikan Bupati/Walikota dan/atau masyarakat membentuk panitia persiapan. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala sekolah, penyelenggara pendidikan) dan pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri).  Panitia Persiapan dinyatakan bubar setelah Bupati/Walikota menetapkan Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota, dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART. Adapun tata hubungan antara Dewan Pendidikan dengan Pemerintah Daerah, DPRD, Dinas Pendidikan serta Komite-Komite Sekolah bersifat koordinatif.

3.3. Komite Sekolah

3.3.1. Pengertian, Nama, Dan Ruang Lingkup

Berdasarkan Kepmen Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002, Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing- masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lain yang disepakati. BP3, komite sekolah dan/atau majelis sekolah yang sudah ada dapat memperluas fungsi, peran, dan keanggotaan sesuai dengan acuan yang disepakati

3.3.2.  Kedudukan Dan Sifat

Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan. Komite Sekolah dapat terdiri dari satu satuan pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan.

3.3.3.  Tujuan 

Tujuan berdirinya Komite Sekolah adalah untuk:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;

2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;

3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

3.3.4.  Peran Dan Tugas Komite Sekolah

Berdasarkan Kepmen Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002, Komite Sekolah berperan sebagai:

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;

2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;

3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;

4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan. 

Sedangkan tugas Komite Sekolah adalah sebagai :

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;

4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai  kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;

5. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;

6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan;

7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

3.3.5. Keanggotaan dan Pembentukan 

Keanggotaan Komite Sekolah sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang dan jumlahnya gasal, terdiri atas unsur masyarakat dan unsur dewan guru. Unsur masyarakat dapat berasal dari orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga pendidikan, wakil alumni, wakil peserta didik. Unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota Komite Sekolah (maksimal 3 orang).

Adapun prinsip pembentukan Komite Sekolah menganut prinsip-prinsip  transparan, akuntabel, dan demokratis, Komite Sekolah ini merupakan mitra satuan pendidikan. Mekanisme Pembentukan dimulai dengan pembentukan Panitia Persiapan. Panitia persiapan ini berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan orangtua peserta didik. 

Penjabaran Peran dan Tugas Komite Sekolah dalam Pengelolaan Pendidikan pada tingkat Sekolah 
Peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan manajemen pendidikan di tingkat sekolah. Beberapa aspek manajemen yang secara langsung dapat diserahkan sebagai urusan yang menjadi kewenangan tingkat sekolah menurut Ace Suryadi (2003)
 adalah sebagai berikut:

Pertama, menetapkan visi, misi, strategi, tujuan, logo, lagu, dan tata tertib sekolah. Urusan ini amat penting sebagai modal dasar yang harus dimiliki sekolah. Setiap sekolah seyogyanya telah dapat menyusun dan menetapkan sendiri visi, misi, strategi, tujuan, logo, lagu, dan tata tertib sekolah. Ini merupakan bukti kemandirian awal yang harus ditunjukkan oleh sekolah. Jika masa lalu sekolah lebih dipandang sebagai lembaga birokrasi yang selalu menunggu perintah dan petunjuk dari atas, dalam era otonomi daerah ini sekolah harus telah memiliki kesadaran untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Sudah barang tentu, sekolah harus menjalin kerjasama sebaik mungkin dengan orangtua dan masyarakat sebagai mitra kerjanya. Bahkan dalam menyusun program kerjanya, sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi, misi, strategi, dan tujuan sekolah tersebut, orangtua dan masyarakat yang tergabung dalam Komite Sekolah, serta seluruh warga sekolah harus dilibatkan secara aktif dalam menyusun program kerja sekolah, dan sekaligus lengkap dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Kedua, memiliki kewenangan dalam penerimaan siswa baru sesuai dengan ruang kelas yang tesedia, fasilitas yang ada, jumlah guru, dan tenaga administratif yang dimiliki. Berdasarkan sumber daya pendukung yang dimilikinya, sekolah secara bertanggung jawab harus dapat menentukan sendiri jumlah siswa yang akan diterima, syarat siswa yang akan diterima, dan persyaratan lain yang terkait. Sudah barang tentu, beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota perlu mendapatkan pertimbangan secara bijak.

Ketiga, menetapkan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang akan diadakan dan dilaksanakan oleh sekolah. Dalam hal ini, dengan mempertimbangkan kepentingan daerah dan masa depan lulusannya, sekolah perlu diberikan kewenangan untuk melaksanakan kurikulum nasional dengan kemungkinan menambah atau mengurangi muatan kurikulum dengan meminta pertimbangan kepada Komite Sekolah. Kurikulum muatan lokal, misalnya dalam mengambil kebijakan untuk menambah mata pelajaran seperti Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, komputer, dsb. Sudah barang tentu, kebijakan itu diambil setelah meminta pertimbangan dari Komite Sekolah, termasuk resiko anggaran yang diperlukkan untuk itu. Dalam kaitannya dengan penetapan kegiatan ekstrakurikuler, sekolah juga harus meminta pendapat siswa dalam menentukan kegiatan ekstrakurikuler yang akan diadakan oleh sekolah. 

Oleh karena itu sekolah dapat melakukan pengelolaan biaya operasio-nal sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah Kabupaten/Kota maupun dari masyarakat secara mandiri. Untuk mendukung program sekolah yang telah disepakati oleh Komite Sekolah diperlu-kan ketepatan waktu dalam pencairan dana dari pemerintah kabupaten/kota. Oleh kaarena itu praktik birokrasi yang menghambat kegiatan sekolah harus dikurangi.

Keempat, pengadaan sarana dan prasana pendidikan, termasuk buku pelajaran dapat diberikan kepada sekolah, dengan memperhatikan standar dan ketentuan yang ada. Misalnya, buku murid tidak seenaknya diganti setiap tahun oleh sekolah, atau buku murid yang akan dibeli oleh sekolah adalah yang telah lulus penilaian, dsb. Pemilihan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dapat dilaksanakan oleh sekolah, dengan tetap mengacu kepada standar dan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau provinsi dan kabupaten/kota.

Kelima, penghapusan barang dan jasa dapat dilaksanakan sendiri oleh sekolah, dengan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah, provinsi, dan kabupaten. Yang biasa terjadi justru, karena kewenangan penghapusan itu tidak jelas, barang dan jasa yang ada di sekolah justru tidak pernah dihapuskan, meskipun ternyata barang dan jasa itu sama sekali telah tidak berfungsi atau malah telah tidak ada barangnya.

Keenam, proses pengajaran dan pembelajaran. Ini merupakan kewenangan profesional sejati yang dimiliki oleh lembaga pendidikan sekolah. Kepala sekolah dan guru secara bersama-sama merancang proses pengajaran dan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan lancar dan berhasil. Proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan direkomendasikan sebagai model pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Pada masa sentralisasi pendidikan, proses pembelajaran pun diatur secara rinci dalam kurikulum nasional. Dalam era otonomi daerah, kurikulum nasional sedang dalam proses penyempurnaan menjadi kurikulum berbasis kompetensi (KBK).  Dengan KBK ini, diharapkan para guru tidak akan terpasung lagi kreativitasnya dalam melaksanakan dan mengembangkan kurikulum.

Ketujuh, urusan teknis edukatif yang lain sejalan dengan konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) merupakan urusan yang sejak awal harus menjadi tanggung jawab dan kewenagan setiap satuan pendidikan.

4. Metode Penelitian

4.1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan informasi dan menggambarkan tugas dan peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kota Padang. 

4.2.  Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data  

4.2.1. Jenis dan Sumber Data 


Ada 2 jenis data yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari dokumen, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara.

Data sekunder berupa dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Laporan Tahunan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Laporan Kegiatan Seminar, Lokakarya, Pelatihan untuk pengurus Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Laporan Tahunan Kepala Sekolah, Peraturan perundang-undangan,  media informasi pelayanan pendidikan seperti brosur, leaflet dan sebagainya yang diperoleh dari Dinas Pendidikan, hasil studi atau riset yang dipandang relevan dengan studi ini. 

Selain itu juga akan dikumpulkan data dasar untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja Dewan Pendidikan (DP) dan Komite Sekolah (KS) selama ini seperti:

a. Data pengurus DP dan KS (jenis pendidikan, umur, pekerjaan, dll)

b. Data keuangan DP dan KS:

·    Penerimaan per tahun : sumber biasanya dari APBD, pendapatan operasional, dll

·    Pengeluaran  per tahun 

·    Honor yang diterima

c. Jumlah kunjungan ke sekolah

Sedangkan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber data dengan cara wawancara.

4.2.2. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara dokumenter dan melakukan wawancara dengan sampel yang berkenaan.

Wawancara bertujuan untuk mengungkapkan pandangan-pandangan dan interpretasi atau ditafsirkan kembali sebagai bentuk analisis yang komprehensif tentang kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah serta mengetahui permasalahan yang muncul dalam meningkatkan efektifitas kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Informan yang  diwawancarai adalah :

· Pejabat terkait di Dinas Pendidikan Kota Padang yang terkait dengan bidang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
· Kepala-kepala Sekolah dan beberapa orang guru pada kabupaten/kota sampel yang dipilih secara purposive .

· Wakil orang tua murid

· Pakar Kependidikan yang dipilih secara snowball sampling. 

· Tokoh pendidikan, aktifis LSM serta tokoh media masa yang peduli akan masalah pendidikan

4.3.  Teknik Analisis Data

Analisis dan pengolahan data sekunder dan primer dilakukan dengan dua tahapan waktu, pertama, pada saat bersamaan dengan kegiatan pengumpulan data berlangsung; dan kedua, dilakukan setelah pengumpulan data berakhir (Bogdan, 1982). Tahapan pertama dilakukan untuk mencari fokus serta untuk memperoleh data-data awal dalam pengajuan pertanyaan-pertanyaan selama di lapangan. Sedangkan analisis yang kedua berfungsi untuk mengantisipasi berbagai temuan yang layak dieksplorasi lebih mendalam setelah data terkumpul. Rangkaian alur ini ditempuh agar analisis data dapat dilakukan secara komprehensif serta mampu mengaktualisasikan antara tujuan dan sasaran penelitian dengan berbagai kenyataan yang berkembang di lapangan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif. Pertama-tama data yang telah dikumpulkan dalam bentuk transkrip wawancara, catatan lapangan, komentar peneliti, dokumen berupa laporan, artikel dan sebagainya kemudian diatur, diurutkan, diorganisasikan, dikode dan dikategorikan  ke dalam satu pola, secara sistematik dan kemudian dinterpretasikan. 
4.4.  Lokasi Penelitian

Mengingat banyaknya aspek yang  dikaji dan membutuhkan kesungguhan dalam proses penelitian mulai dari pengumpulan data sekunder maupun data primer, maka peneliti perlu membatasi lokasi penelitian di Dinas Pendidikan Kota Padang dan akan dipilih 6 buah sekolah yang terdiri dari 2 buah SD, 2 buah SMP dan 2 buah SMU. Pemilihan sekolah sampel adalah berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan Kota Padang yaitu dengan mempertimbangkan kriteria tingkat keaktifan Komite Sekolah yang aktif dan tidak aktif. Dasar pemilihan ini diambil dengan tujuan untuk membandingkan informasi dari realitas yang bertolak belakang dari objek penelitian, sehingga diperoleh informasi yang lengkap. 

4.5.  Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Beberapa hal yang peneliti lakukan untuk menjaga keabsahan data :

1. Membangun kepercayaan (trust)


Peneliti harus melakukan pendekatan sedemikian rupa kepada siapa pun yang memiliki kontrol atas akses terhadap organisasi pendidikan yang  dijadikan objek penelitian. Untuk dapat diterima dengan baik, peneliti harus mampu membangun kepercayan (trust) serta hubungan baik dengan para pengelola dan aparat organisasi pendidikan serta dapat menjelaskan mengenai tujuan dari penelitian dan manfaat yang mungkin dapat mereka petik dari hasil penelitian yang  dilakukan. Peneliti harus dapat menyakinkan mereka bahwa penelitian sepenuhnya dilakukan untuk tujuan perbaikan kinerja dan temuan yang diperoleh serta kesimpulan yang diambil nantinya  dikonsultasikan dengan mereka sebagai bagian dari upaya klarifikasi atas temuan dari penelitian lapangan. 

2. Mendeskripsikan, menginterpretasi, dan mengecek ulang hasil penelitian 


Mencatat semua kejadian yang menarik secara deskriptif. Kejadian menarik disini maksudnya adalah semua dokumen atau hasil wawancara yang menggambarkan contoh baik atau buruk dari kinerja DP dan KS, yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan harapan, hipotesis, atau teori yang dimiliki. Ketika menemui kejadian yang menarik, peneliti  mencari berbagai informasi yang dapat menjelaskan kejadian tersebut dari berbagai prespektif yang ada. Pandangan dari stakeholders yang berbeda terhadap kejadian di organisasi pendidikan yang ditemui sangat penting dalam rangka untuk memperoleh informasi yang holistik dan mencari interpretasi yang tepat terhadap kejadian yang ditemui itu. 

3. Memisahkan secara tegas antara deskriptif, interpretasi dan penilaian hasil penelitian


Peneliti  memisahkan dengan tegas mana yang merupakan kejadian yang sebenarnya, penilaian terhadap kejadian itu, dan interpretasi terhadap setiap kejadian yang menarik. Peneliti juga  mencatat kutipan-kutipan yang diperoleh dari pengurus DP dan KS, pejabat dan aparat organisasi pendidikan sebagaimana adanya sesuai dengan bahasa dan kata-kata mereka sendiri. Sehingga peneliti dapat menangkap nuansa dan konteks yang tepat dari pernyataan petugas tersebut. Pemisahan seperti ini penting dan perlu dilakukan agar interpretasi dan kesimpulan yang dihasilkan dapat diverifikasi oleh pihak lain, termasuk oleh pengurus DP dan KS yang menjadi objek penelitian. 

4. Memberikan umpan balik (feedback)


Peneliti perlu memberikan umpan balik (feedback) kepada pengurus Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah mengenai temuan dan interpretasi yang dihasilkan dari serangkaian kegiatan penelitian lapangan yang dilakukan.  Feedback  ini penting untuk diberikan di samping sebagai suatu bentuk laporan dan pertanggungjawaban peneliti terhadap organisasi yang diteliti, juga sebagai salah satu cara untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap temuan, interpretasi, dan kesimpulan yang dimiliki. Tentunya tidak semua temuan dapat dan perlu disampaikan kepada mereka. Namun setidaknya temuan awal yang sudah diverifikasi dapat disampaikan agar mereka dapat memahami apa yang menjadi perhatian peneliti dan bagaimana mereka dapat memanfaatkan temuan sementara itu untuk memperbaiki kinerja organisasinya. 

4.6.  Luaran

Berdasarkan tujuan dan sasaran penelitian maka luaran dari penelitian ini adalah:
1. Kumpulan data valid dan analisis yang tajam tentang peran yang telah dan belum dilaksanakan oleh Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan.

2. Gambaran yang jelas dan komprehensif tentang pelaksanaan tugas Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dalam peningkatan pendidikan di Kota Padang

3. Ringkasan Kebijakan (Policy Briet) tentang strategi peningkatan Peran dan mengefektifkan tugas Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang berguna bagi seluruh stakeholders pendidikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kota Padang.

5.1. Program Dan Kegiatan Dewan Pendidikan Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan di Kota Padang.

Efektifitas organisasi memiliki kriteria atau ukuran, sebagaimana yang dinyatakan oleh Siagian (1986:33):

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan;

c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap;

d. Perencanaan yang matang;

e. Penyusunan program yang tepat;

f. Tersedianya sarana dan prasarana;

g. Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik di antara bagian-bagian organisasi.

Sedangkan beberapa faktor yang mempengaharui peran dan tugas organisasi tersebut diantaranya adalah kharakteristik organisasi, khrakteristik lingkungan, kharakteristik anggota, dan kharakteristik praktik manajemen (steers, 1987). Faktor organisasional yang mempengaruhi peran organisasi  dalam penelitian ini dipilih faktor yang memiliki relevansi tinggi sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh organisasi seperti Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yaitu kepemimpinan, struktur organisasi, dan sumber daya manusianya.

5.1.1. Program Dan Kegiatan Dewan Pendidikan  Kota Padang

Untuk melihat peran dan tugas Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Padang dapat dilihat dari beberapa kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Beberapa program dan kegiatan Dewan Pendidikan Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang terkait dengan Komite Sekolah di Kodya Padang diantaranya. Pertama,  mensosialisasikan fungsi dan peran komite sekolah, caranya melalui pertemuan dengan orangtua murid kemudian dijelaskan fungsi dan peran komite sekolah dengan tujuan salah satunya untuk menghindari kesewenangan dari kepala sekolah. Kedua, dewan pendidikan juga setiap tahun ajaran mendapatkan rekomendasi penerimaan siswa baru (PSB) online. Ketiga, salah satu program dewan pendidikan adalah menginventarisir orangtua murid miskin yang tidak terkonversi oleh pemerintah.
5.1.2 Faktor Internal Dan Eksternal Organisasi Yang Mempengaharui Peran Dan Tugas Dewan Pendidikan 

5.1.2. a  Faktor Internal Organisasi 
Faktor internal yang menghambat tugas dan peran dalam peningkatan mutu pendidikan di Kota Padang pada umumnya  adalah pengurus dewan pendidikan memiliki jabatan penting/menduduki jabatan penting di kota padang, hal ini menyebabkan intensitas pertemuan antar pengurus menajdi kecil. Misalnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Padang bahwa  pada suatu kali salah seorang pengurus dewan pendidikan menyampaikan keputusan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pengurus yang lain namun mengatasnamakan dewan pendidikan/institusi atau lembaga.

Terkait dengan ketegangan dan hambatan-hambatan konflik yang ada dalam organisasi, informan mengatakan ada. Misalnya : ada anggota dewan pendidikan yang aktif dan ada pula yang cenderung pasif, hal ini menyebabkan muncul perbedaan tingkat kinerja dari anggota-anggota yang ada. Kendala lain yang dirasakan adalah intensitas pertemuan kecil. Kemudian evaluasi pelaksanaan program jarang terjadi.

5.1.2.b. Faktor Eksternal Organisasi 

Faktor atau kendala terbesar eksternal  adalah ada pada bagian dana/financial. Salah satu program kegiatan yang dilakukan oleh dewan pendidikan adalah mendata bangunan yang terkena gempa 30 september 2009 yang lalu. Kemudian saat ini kas/rekening dewan pendidikan masih satu dengan rekening dinas pendidikan, ibarat kata rekening dewan pendidikan ditumpangkan kepada dinas pendidikan. Kemudian alokasi dana yang turun belum memadai. Dalam hal ini dewan pendidikan dibantu oleh pemerintah melalui dinas pendidikan kota padang.

5.1.3. Pengaruh Struktur Organisasi  Terhadap Tugas Dan Peran Dewan Pendidikan
Struktur ornasisasi berpengaruh terhadap peran dan tugas Dewan Pendidikan dalam pengimtan mutu pendidikan di Kota Padang, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sekretaris Dewan Pendidikan terhadap perbedaan antara struktur organisasi yang ideal dengan struktur organisasi yang ada sekarang.  

Struktur yang seharusnya : 

DPRD          
    
  WALIKOTA
       

DEWAN PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN
        KOMITE SEKOLAH

Struktur yang muncul :


DPRD 




WALIKOTA

DINAS PENDIDIKAN 


DEWAN PENDIDIKAN

5.1.4. Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Peran Dan tugas Dewan Pendidikan    

Pengaruh factor kepemimpinan juga mempengaharui peran dan tugas Dewan Pendidikan, factor juga dapat dilihat dari perbedaan yang ada sekarang dengan yang seharusnya ada. . Peranan kepemimpinan dalam mengejar tujuan organisasi :

Bentuk real di lapangan : 

                      Pemimpin

                     Anggota

Bentuk yang seharusnya :

                 Pemimpin

                Anggota
5.1.5.Pengaruh Keberadaan Dewan Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Kota Padang

Pengaruh keberadaan dewan pendidikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di kota padang dapat dilihat dari proses peningkatan mutu yang berlangsung, ada beberapa bagian yang berpengaruh yaitu  :

Input
-
proses

-
output

-
outcome

Contohnya : 

1. Rencana program kegiatan dewan pendidikan yaitu seminar nasional dan lokakarya tentang penyadaran hakekat kebangsaan batal karena gempa.

2. Anggaran yang terbatas juga turut membatasi ruang gerak dewan pendidikan dalam menjalankan program.

3. Dewan pendidikan juga membuat kegiatan suluh pendidikan

4. Struktur dewan pendidikan


Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melahirkan bentuk ketergantungan baru yang bersifat positif dari orangtua murid atau pihak manajemen sebagai penentu kewenangan baru di sekolah. Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Padang menjelaskan bentuk ketergantungan baru yang bersifat positif tersebut dari kasus bahwa ada disalah satu sekolah dimana kepala sekolahnya dipilih tidak sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga orangtua murid kemudian melaporkan kepada dewan pendidikan. Hal ini kemudian dikomunikasikan secara seksama melalui mediasi antara kepala sekolah yang bersangkutan dengan orangtua murid yang tidak setuju.   Contoh lain dewan pendidikan juga memberikan pertimbangan  yang berarti dalam kebijkan pemindahan guru di kota padang.Penerimaan siswa baru (PSB) online, dewan pendidikan juga mengambil andil dalam fungsi pertimbangannya. Kesemua kewenangan yang dipegang oleh dewan pendidikan hanya sebatas pihak yang memberikan pertimbangan saja.

Namun ketergantungan tersebut tidak mengurangi keluwesan pihak manjemen sekolah dalam mengembangkan gagasan-gagasan baru yang sesui dengan perkembangan aspirasi orangtua, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Padang  jika dilihat dari sisi positif tentu tidak, namun untuk beberapa kasus yang mengarah kepada keluwesan dalam hal kewenangan yang berlebihan dari pihak manajemen sekolah tentu saja ada. Dewan pendidikan, dalam beberapa kejadian misalnya : ada pekelahian di salah satu sekolah dimana ad SD yang dalam hal ini adalah kepala sekolah, menggunakan DAK (dana alokasi khusus) tanpa pertimbangan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada komite sekolah, hal ini memicu konflik dalam organisasi tersebut. Dewan pendidikan bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian masalah ini.

Pengaruh Dewan Pendidikan dalam pengembangan gagasan-gagasan baru sekolah dapat dilihat dari bentuk kerjasama yang dilakukan antara Dewan Pendidikan dengan Dinas Pendidikan dalam pengembangan peningkatan mutu pendidikan sekolah tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh bagan yang dibuat dari informasi yang diberikan oleh sekretaris Dewan Pendidikan Kota Padang berikut.  

Dewan pendidikan
+
Dinas pendidikan

                              Kerjasama

Contohnya  :

a. Status sekolah dan standar sekolah diputuskan melalui rekomendasi dari dewan pendidikan contohnya : SMP 2 padang berubah dari sekolah standar nasional menjadi sekolah rintisan sekolah berstandar internasional.

b. Ada 55 SD yang mendapatkan DAK (dana alokasi khusus) dimana list sekolah ini berdasarkan rekomendasi dari dewan pendidikan.

c. Kinerja dewan pendidikan juga terlihat dari kepiawaiananya dalam melakukan sosialisasi kepada komite sekolah.
d. Evaluasi kinerja belum maksimal, hal ini disebabkan oleh minimnya anggaran dana. Kegiatan sosialisasi seharusnya diberikan kepada semua sekolah akan tetapi hal ini belum maksimal karena anggaran dana tadi.

5.2. Program Dan Kegiatan Komite Sekolah Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan di Kota Padang.

5.2.1. Peran Pembuatan Visi, Misi, Dan Tujuan Sekolah 

Peran Komite Sekolah dalam memajukan mutu pendidikan di Kota Padang dapat dilihat dari keterlibatan bersama-sama dengan  Kepala Sekolah, majelis guru, tata usaha terlibat dalam pembuatan rencana visi dan misi sekolah, Komite sekolah juga terlibat dalam pembuatan logo dan tata tertib sekolah. Visi dan misi tersebut dijabarkan dalam bentuk jangka panjang dan jangka menengah, jangka panjang berjangka waktu 3 tahun seperti yang terdapat di SMA Negeri 8. Terdapat keluwesan dalam penjabaran visi dan misi tersebut menurut tujuan yang diharapkan oleh sekolah berdasarkan faktor pertimbangan lingkungan yang dihadapi sekolah tersebut, sebagaimana yang terjadi dalam bentuk aturan tata t tertib sekolah juga dibuat sesuai dengan latar belakang orangtua murid siswa di SMA Negeri 8 yang diakui oleh Kepala Sekolah bahwa kebanyakan orangtua murid adalah masyarakat buruh dan nelayan, sehingga tata tertib harus disesuaikan dengan kondisi sekolah.b siswa yang menyesuaiakan diri dengan dihasilkat 

Penetapan visi dan misis sekolah ditatapkan secara bersama yang menghadirkan pihak-pihak yang terkait (stake holders) seperti Kepala Sekolah, Majelis Guru,serta Komite Sekolah yang menjadi perwakilan orangtua murid dalam rapat paripurna, penetapan ini diantaranya dilakukan melalui sebuah lokakarya sebagaimana yang terjadi di SMP Negeri 25 Padang yang dilakukan menjelang tahun ajaran baru. Sifat visi dan misi tersebut dilakukan secara berkesinambungan serta dilakukan evaluasi pada setiap akhir tahun ajaran berdasarkan output siswa yang dihasilkan. Sifat keseinambungan visi dan misi tersebut dapat dilihat perubahan kata-katanya saja, tanpa perubahan substansinya yang dilakukan pada saat pergantian Kepala Sekolah, seperti yang terdapat di SD Neg 18 Kampung Baru yang dilakukan oleh pihak terkait antara tata usaha yang merubah susunan kata-kata visi dan misi tersebut dengan Kepala Sekolah yang terpilih 

Hasil lokakarya visi dan misis tersebut berbentuk aturan tata tertib maupun tujuan pendidikan, tujuan tersebut dapat mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan OSIS maupun orangtua murid yang diwakili Komite Sekolah Tujuan tersebut juga dirumuskan berdasarkan kepada perubahan lingkungan yang ada, seperti tuntutan untuk menjadi sebuah sekolah yang menghasilkan siswa yang memiliki daya saing pada SMPN 25. Pada sekolah yang menjadi rintisan sekolah yang bertarf internasional, seperti SMA 1 Padang tata tertib sekolah dibuat oleh pihak manajemen sekolah sebagaiman yang dijelaskan oleh Kepala SMA 1 Padang bahwa tata tertib diubah oleh pihak manajemen sekolah (manajemen ISO yang diakui oleh badan sertifikasi internasional), dimana konsep dasarnya adalah semua prosedur ditentukan oleh stakeholder yang ada disekolah

Sedangkan lokakarya tersebut diselenggarakan pihak sekolah . Kejelasan tujuan sekolah dilbuat berdasarkan output siswa yang diharapkan serta prestasi sekolah yang dievaluasi saetiap akhir tahun baru, adakalanya kebijakan tersebut dievaluasi setiap 6 bulan melalui lokakarya yang menghadirkan segenap stakeholders yang ada sebagaimana yang diakui oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 8 stakeholders untuk kasus SMA 1 Padan  terdiri siswa, guru, unsur pimpinan, komite sekolah, alumni, dan praktisi pendidikan.

Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut diperlukan beberapa stategi pencapaian yang dicapai melalui keseimbangan proses pembelajaran antara kecerdasan emosi, intelektual dan spiritual sebagaiama yang terdapat di SMA Padang dimana kejelasan strategi pencapaian tujuan dapat dilihat dari 4 hal yaitu :  Pertama, secara akademis yakni menciptakan proses pembelajaran dengan pendekatan yang mampu meningkatkan intelektual. Kedua, mengembangkan kecerdasan spiritual/moral. Ketiga, mengembangkan bakat dan minat anak (keahlian), dengan menggunakan IT. Keempat, Menciptakan kegiatan-kegiatan yang mampu meningkatkan kecerdasan siswa.

Tujuan yang hendak dicapai oleh sekolah sekolah yang diturunkan dari visi dan misi tersebut kemudian diturunkan menjadi program. Keterlibatan berbagai pihak dalam pembuatan program sekolah dalam benmtuk upaya kesinambungan antara program, tujuan, visi dan misi dijelaskan oleh Kepala Wakil SMA Negeri 8 bahwa penyusunan program yang tepat terlihat dari proses yang terlaksana, dimana kepala sekolah dalam hal ini dibantu oleh 4 wakil dengan bidangnya masing-masing (kurikulum, kesiswaaan, sarana dan prasarana, dan humas/manajemen mutu). Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala SMA Neg 1 Padang bahwa Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yng mantap dalam mencapai tujuan tersebut, dilaksanakan melalui program kerja yang dievaluasi setiap tahunnya. Proses ini terjadi pada setiap unit-unit kerjaa masing-masing yang juga melibatkan pimpinan dan pelibatan komite sekolah.

Setiap proses penyusunan program dibuat dalam bentuk program untuk bulanan, tahunan, dan jangka panjang (4 tahun). Kejelasan tujuan ini dapat dilihat dari rapat evaluasi terhadap pencapaian tujuan tersebut yang dilaksanakan setiap bulannya. Sedangkan aturan tata terib, seperti masalah kedisiplinan guru mengacu kepada aturan yang lebih tinggi, seperti aturan/pedoman kegiatan belajar mengajar diturunkan dari pusat/departemen pendidikan, kemudian kedinas pendidikan, meskipun tidak dibuat secara formal karena sifatnya penerapan.  semua program yang dibuat disesuaikan dengan petunjuk pelaksanan yang dibuat pemerintah Evaluasi terhadap pencapaian tujuan dilakukan melalui rapat program sekolah yang dilakukan setiap bulan yang dilakukan oleh pihak majelis guru, Kepala Sekolah, OSIS, di SD 18 Kampung Baru evaluasi program dilaksanakan setiap minggu kedua setiap bulannya. 

5.2.2. Kendala Faktor Internal Dan Eksternal Organisasi Terhadap Tugas Dan Peran  Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan   

Terdapat factor internal dan eksternal organisasi dalam mempengaharui kebrhasilan pencapaian program dan tujuan yang hendak dicapai oleh sekolah dari hasil penjabaran visi dan misi yang ditetapk secara bersama oleh sekolah tersebut. Faktor internal adalah factor yang berkembang di dalam organisasi tersebut, sedangkan factor eksternal adalah factor yang berkembang di luar organisasi tersebut. Faktor internal yang dihadapi oleh Komiter Sekolah dalam pelaksanaan tugas dan perannya dalam pengembangan mutu pendidikan diantaranya adalah. Pertama, kewenangannya yang terbatas dalam menentukan jumlah siswa, fasilitas dan jumlah guru. Kedua, persoalan intensitas hubungan antara Komite Sekolah dengan pihak sekolah. Ketiga, persoalan komunikasi baik diantara kalangan guru dengan Kepala Sekolah maupun pihak sekolah dengan lingkungan masyarakat disekitarnya, terutama menyangkut persoalan penerimaan siswa baru secara online. 

Sedangkan faktor eksternal yang dihadapi oleh Komite Sekolah dalam menjalankan peran dan tugasnya dalam peningkatan mutu pendidikan di Kota Padang adalah pesoalan keterbatasan dukungan dana yang tersedia disebabkan oleh larangan sekolah untuk melakukan pungutan sejak bergulirnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Komite Sekolah mengalami keterbatasan dalam pengajuan program ekstrakurikuler maupun bentuk aturan tata tertib lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orangtua siswa. Kedua, persoalan pemahaman orangtua murid serta masyarakat yang terkait masalah pembangunan disiplin tat tertib serta pemilikan lahan sekolah.  

5.2.2. a. Kendala Internal Organisasi 

  Persoalan keterbatasan kewenangan  komite sekolah dalam menetapkan jumlah kelas, penyedian sarana dan prasarana penunjang, jumlah guru dan tenaga adminsitratif sebagai salah satu tugas Komiet Sekolah  dijelaskan oleh Wakil Kepala SMA Neg 8 bahwa kewenangan tersebut berada di dinas pendidikan, yang kemudian disesuaikan dengan kondisi sekolah. Hal yang sama juga diijelaskan oleh Kepala SMP Neg 25 bahwa jumlah kelas ditentukan oleh dinas pendidikan SMP 25 padang termasuk sekolah reguler biasa. Kepala SMP 8 juga menjelaskan bahwa pihak yang paling memiliki kewenangan berdasarkan kepada buku petunjuk yang telah diturunkan dari pusat pendidikan dipusat, Jakarta. Contohnya untuk sekolah A1 jumlah kelasnya adalah 24 kelas. 

Keterbatasan kewenangan yang dibuat sekolah berhadap dengan kewenangan organisasi diatasnya dapat dijelaskan juga oleh keluhan Kepala SMA Neg 1 Padang bahwa Pihak yang mempunyai kewenangan, dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dari pemerintah. Sementara pihak yang bertanggungjawab dalam penerimaan siswa adalah kepala sekolah, wakil bidang kesiswaan, juga melibatkan dinas pendidikan kota padang sebagai pengawas. Perubahan terjadi jika ada tuntutan perkembangan dari atasan dan pihak sekolah tidak memiliki kewenangan atas perubahan tersebut. 

Selanjutnya kegiatan intrakurikuler dibuat oleh pusat melalui penetapan standar pendidikan. Manajemen sekolah diubah oleh manjemen sekolah sesuai kebutuhan, begitu pula halnya dengan kegiatan ekstrakurikuler. Perubahan terjadi karena tuntutan perkembangan zaman. SMA 1 Padang menjadi sekolah rintisan bertaraf internasional. Ketidaksiapan guru untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang dibuat oleh kewenangan Dina Pendidikan yang lebih tinggi merupakan faktor kendala internal yang dihadapi oleh Komite Sekolah, sebagaimana yang dijelaskan oleh  Kepala SMP 8 terhadap perubahan peningkatan kualitas guru, awalnya guru hanya mengajar dengan bahasa Indonesia, akan tetapi seiring dengan perubahan standar sekolah menjadi sekolah rintisan sekolah bertaraf internasional, maka semua pengantar pengajaran harus menggunakan bahasa inggris. Dengan kebijakan ini maka semua guru diikutsertakan dalam pelatihan untuk menyiapkan guru-guru guna mencapai tujuan tersebut. 

Kendala internal lain yang dihadapi oleh Komiter Sekolah dalam menjalankan peran dan tugasnya dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Padang adalah keterbatasan kewenangan dalam menentukan kurikulum sekolah yang hanya terbatas pada ekstrakurikuler, sedangkan sekolah lain membatasi peranannya hanya pada persoalan pembangunan sekolah. Intrakulikuler sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh pihak yang lebih tinggi (dinas pendidikan). Penetapan perubahan terjadi seiring dengan keputusan dinas pendidikan. Artinya semua kebutuhan sekolah disesuikan dengan status sekolah (reguler, standar nasional, internasional

Komite Sekolah memiliki keterbatasan kewenangan dalam proses pembangunan sekolah, tetapi tidak berpeeran dalam menentukan bentuk ekstrakurikuler sekolah sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala SD 18 Kampung Baru bahwa untuk kegiatan ekstrakurikuler di tetapkan oleh manajemen sekolah saja tanpa melibatkan komite sekolah. Komite sekolah hanya berperan penting dalam proses pembangunan sekolah, kalaupun ikut dewan pendidikan hanya diberitahukan saja.  Sementara kegiatan intrakurikuler hanya dilaksanakan oleh manajemen sekolah saja sesuai dengan kurikulum yang belaku.

Namun, di sekolah lain  Komite Sekolah juga berperan dalam menyalurkan gagasan kurikulum ekstrakurikuler, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala SMP Neg 25 bahwa ekstrakulikuler diusulkan oleh siswa atau orangtua murid melalui komite sekolah untuk kemudian diwadahi oleh sekolah sesuai kemampuan sekolah. Biasanya semua kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler ini dibicarakan dalam rapat paripurna dengan komite sekolah. Komite sekolah terlibat langsung mulai dari penetapan kegiatan ekstrakulikuler sampai pada proses evaluasi dan perubahan dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

Intensitas komunikasi yang dibangun oleh Komite Sekolah dengan pihak sekolah juga berperan dalam pelaksanaan tugas dan peran Komite Sekolah dalam pengingkatan mutu pendidikan di Kota Padang, persoalan komunikasi ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala SD Negeri 18 Kampung Baru bahwa kendala dalam lingkungan organisasi adalah komunikasi yang kurang maksimal dengan komite sekolah, hal ini disebabkan oleh intensitas pertemuan dengan komite sekolah yang jarang terjadi. Komite sekolah memiliki kesibukan tersendiri sehingga sulit mencari waktu pertemuan yang pas.

Hambatan organisasi justru lebih banyak dari persoalan kedisiplinan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar (PBM). Faktor lingkungan organisasi yang dirasakan oleh kepala sekolah hanya berasal dari guru, sebagaimana yang diakui oleh Kepala SMP 8 bahwa ada guru yang terlambat mengajar, dan ini sudah ditegur sedemikian rupa oleh kepala sekolah, bahkan rencana kedepan absen guru nantinya tidak cukup hanya tanda tangan saja, tetapi harus memakai sidik jari. Guru yang ditegur tadi sudah mengurangi kebiasaan buruknya meskipun masih memunculkan komplain tetapi masih bisa diatasi oleh kepala sekolah. Kekurangan lain yang dirasakan adalah komunikasi yang kurang lancer. Dan DP3 (rapor merah) untuk guru dan ini menjadi tanggungjawab kepala sekolah untuk memperbaikinya. 

Upaya sekolah dalam membangun kedisiplinan sekolah juga terkendala adalah persoalan pemahaman orangtua, persoalan hubungan orangtua dengan pihak sekolah ini Kendala yang paling mendasar dalam lingkungan sekolah sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala SD Neg 18 adalah konflik dengan orangtua murid soal sanksi drop out, kemudian pihak sekolah memanggil orangtua murid namun tidak ditanggapi oleh orangtua murid, hal ini mengindikasikan adanya ketidaksepahaman orangtua murid terhadap pentingnya pendidikan.

Tuntutan orangtua murid agar anaknya diterima di sekolah dalam sistem penerimaan online yang tidak sesuai dengan standar nilai merupakan persoalan sekolah dengan pihak orangtua murid yang menghalangi peran dan tugas Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kendala yang dihadapi sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala SMP 8 muncul dalam rangka PSB (penerimaan siswa baru) online, dimana ada komplain dari masyarakat lingkungan sekitar yang anaknya tidak diterima disekolah ini karena nilai yang belum mencukupi, padahal kepala sekolah juga mengakui bahwa anaknya juga tidak diterima di sekolah tersebut  Hal yang sama juga diakui oleh Kepala SD 18 Kampung Baru bahwa hambatan dalam lingkungan organisasi sekolah tidak ada, hanya saja ada permasalahan dengan masyarakat sekitar sekolah terkait PSB (penerimaan siswa baru) online, kemudian konflik dengan pemilik tanah.

5.2.2.b. Kendala Eksternal Organisasi

Kendala eksternal organisasi yang dihadapi oleh Komite Sekolah dalam peningkatan mutu sekolah di kota Padang terkait dengan persoalan hubungan dengan masyarakat di sekitar sekolah serta persoalan keterbatasan dana yang terkait dengan larangan pungutan sejak digulirkannya dana BOS. Hubungan antara masyarakat dengan pihak sekolah yang menjadi kendala organisasi terkait dengan persoalan pemilikan tanah sekolah, sekolah yang dibangun dari tanah ulayat (kaum) melahirkan berbagai tuntutan baru masyarakat terhadap sekolah tersebut, seperti tuntutan diterimanya anak mereka sebagai siswa sekolah tersebut. 

Persoalan tersebut dialami oleh SD Neg 18 Kampung Baru yang diakui oleh Kepala Sekolahnya bahwa  Kendala yang dialami oleh sekolah adalah permasalahan dengan pemilik tanah, kemudian yang paling mendasar adalah tidak singkronnya antara pemilik tanah dan manajemen sekolah. Solusi sementara yang diambil oleh sekolah adalah melalui surat perjanjian dengan pemilik tanah. Beberapa perubahan yang dibuat oleh kepala sekolah melalui perjanjian itu yaitu : gudang diubah menjadi kantor kepala sekolah, sumur menjadi kantor guru, gudang menjadi pustaka.

5.2.3. Persoalan Sarana Dan Prasarana

Persoalan sarana dan prasarana terkait dengan persoalan perkembangan persoalan lingkungan yang lebih baik baik dalam bentuk keterbatasan lahan sekolah, pemilikan lahan masyarakat yang menimbulkan persoalan ketegangan hubungan antara pihak sekolah dengan masyarakat. Sedangkan persoalan sarana dan prasarana juga terkait dengan upaya sekolah tersebut untuk berkembang menjadi sekolah yang bermutu sesuai dengan tuntutan perkembangan IT dan keberadaan jumlah labor.

 Faktor ketersedaan lahan terlihat dalam kasus SMA! Padang. misalnya syarat sekolah seharusnya seluas 15.000 meter, padahal saat ini masih 5.000 meter, sejauh ini pihak sekolah masih terus mengusahakan dengan membuat bangunan bertingkat. Contoh lainnya adalah luas kelas harus minimal 2 meter untuk tiap ruangan dan kelas harus dilengkapi dengan fasilitas internet, hal ini sedang diusahakan oleh pihak sekolah. 

Sedangkan persoalan pemilikan lahan oleh masyarakat dialami oleh SD18 Kampun Baru bahwa tanah tempat sekolah ini dibangun dari tanah pagai (tanah ulayat masyarakat setempat). Usia bangunan dibangun selam 50 tahun, sementara usia sekolah dibangun baru berusia 40 tahun. Ada sedikit permasalahan yang muncul yaitu pihak pemilik tanah tidak memberikan izin kepada manajemen sekolah untuk merenovasi sekolah. Hal ini menyebabkan kegiatan belajar mengajar disekolah berlangsung hanya dalam bentuk yang seadanya saja. Sarana yang ada dibeli dari dana BOS, misalnya untuk memberikan 2.5 – 3 juta untuk anak sekolah yang miskin, kemudian dana juga dialokasikan untuk membeli buku, baru terakhir juga digunakan untuk membeli alat-alat peraga untuk kegiatan belajar mengajar. 

Larangan pungutan yang dilakukan pihak sekolah sejak bergulirnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi  faktor eksternal yang dihadapi oleh Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di kota Padang, terutama menyangkut pendanaan kegiatan ekstrakurrikuler sebagaimana yang dijelaskan oleh Drs. Hj, Fachrina Archam Kepala Sekolah  SMP Neg 25 bahwa Jumlah kelas ditentukan oleh dinas pendidikan SMP 25 padang termasuk sekolah reguler biasa. Minim dana untuk kegiatan sekolah terutama untuk kegiatan ekstrakulikuler, apalagi semenjak dana BOS ada, dan dilarangnya pemungutan biaya dari orangtua murid. Padahal diakui bahwa dana BOS tidak cukup untuk semua kegiatan sekolah secara keseluruhan.

Penetapan perubahan terjadi seiring dengan keputusan dinas pendidikan. Artinya semua kebutuhan sekolah disesuikan dengan status sekolah (reguler, standar nasional, internasional). Intrakulikuler sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh pihak yang lebih tinggi (dinas pendidikan). Sedangkan ekstrakulikuler diusulkan oleh siswa atau orangtua murid melalui komite sekolah untuk kemudian diwadahi oleh sekolah sesuai kemampuan sekolah. Jika sekolah tidak mampu menyediakan fasilitas untuk kegiatan ekstrakulikuler maka dicari alternatif dari luar, misalnya kegiatan pramuka di sekolah. Memunculkan kendala terkait penyediaan tenaga pengajar pramuka, maka dicari tenaga pengajar dari luar sekolah. Biasanya semua kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler ini dibicarakan dalam rapat paripurna dengan komite sekolah.

Komite sekolah terlibat langsung mulai dari penetapan kegiatan ekstrakulikuler sampai pada proses evaluasi dan perubahan dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Kebijakan yang diambil disesuaikan dengan kemampuan orangtua siswa (komite sekolah) karena biasanya kegiatan-kegiatan ekstarkulikuler ini diserahkan sepenuhnya kepada orangtua  murid melalui musyawarah dengan komite sekolah. Sekolah hanya sebagai penampung aspirasi siswa. Keputusan-keputusan terkait ini diserahkan sepenuhnya pada rapat paripurna sekolah. 

Kendala yang kerap kali muncul adalah terkait keterbatasan dana, apalagi semenjak dana BOS bergulir, pihak sekolah seringkali kewalahan dalam mengalokasikan dana yang minim jika digunakan untuk keseluruhan kegiatan sekolah. Apalagi semenjak dilarangnya sekolah memungut biaya dari orangtua murid/pungutan orangtua, yang sebenarnya hanya berguna khususnya menunjang kegiatan ekstrakulikuler yang sangat dibutuhkan oleh semua. 

Faktor organisasi lain yang terkait dengan peran dan tugas Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah persoalan pengadaan sarana dan prasana pendidikan, termasuk buku pelajaran dapat diberikan kepada sekolah, dengan memperhatikan standar dan ketentuan yang ada. Meskipun pada umumnya sarana dan prasarana pendidikan sudah tersedia, tetapi masih terdapat beberapa sekolah yang mengalami fasilitas sarana dan prasarana yang mimin, seperti pengadaan pustakaan dan lapor, seperti yang diungkapkan oleh Kepala sekolah SMP N 25 Padang, Ibu Dra. Hj. Fahrina Archam bahwa srana ada tetapi tidak maksimal. Misalnya ruangan kelas, tenaga pengajar (misal pengajar pramuka, guru karate, guru olahraga dari pihak luar), sarana olahraga (net dan lapangan untuk badminton), tetapi fasilitas tetap kurang misalnya lapangan bola, sarana dan prasarana untuk olimpiade SMP, dll. 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kepala Sekolah SMP 8, Ibu Ernawati Syafar, S.Pd. bahwa ketersediaan sarana dan prasarana hampir cukup, namun ada juga masih kekurangan yaitu pustaka sekolah ini belum sesuai dengan harapan yaitu pustaka digital. Saat ini sekolah ini masih memiliki pustaka manual dan sedang diusahakan kearah yang lebih baik. Fasilitas labor masih 1 padahal harapan yang seharusnya adalah 4 labor, kemudian kelas juga belum maksimal. Sementara wakil kepala sekolah SMA 8 Padang  mengakui bahwa sarana dan prasarana belum maksimal, ada banyak kekurangan yang dialami yaitu  : labor sekolah ini hanya 1 padahal seharusnya minimal 3 labor. Ada 3 kelas yang terbakar beberapa waktu lalu, hingga kini belum ada solusi untuk itu.

5.2.2.c. Peranan Kepemimpinan Organisasi Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Kepemimpinan organisasi sekolah berperan dalam pelaksanaan tugas dan peran Komite Sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di Kota Padang, kepemimpinan tersebut dilihat dari keluwesan dan keterbukaan dalam menerima gagasan-gagasan baru serta menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan sekolah, seperti Komite Sekolah, lingkungan masyarakat disekitarnya serta lingkungan internal organisasi sekolah itu sendiri, seperti kalangan majelis guru, tata usaha, OSIS.

Peranan kepemimpinan dalam menunjang tujuan peningkatan mutu sekolah diantaranya adalah kemampuan dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait, seperti majelis guru, tata usaha, komite sekolah. Upaya peningkatan kinerja guru dilakukan melalui pemberian penghargaan terhadap guru yang berprestasi serta pembinaan terhadap guru yang dinilai memiliki kinerja yang kurang memadai. Pengetahuan kepemimpinan terhadap tugas dan  fungsi yang terdapat di sekolah mewrupakan sarana kepemimpinan dalam meningkatkan peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut 

Kemampuan kepemimpinan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaaan merupakan faktor jiwa kepemimpinan yang dibutuhkan dalam pengembangan sekolah yang bermutusebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala SMA1 Padang bahwa Kepala sekolah dalam hal ini juga dituntut untuk memiliki jiwa entrepreneurship yang baik dalam upaya pengembangan sekolah. Misalnya dengan pembinaan untuk majalah siswa di bentuk melalui kerjasama dengan dinas atau pemerintah, pihak swasta sebagai sponsor, bisa juga melalui kerjasama dengan alumni. Sekolah juga dalam hal ini menyediakan ruangan untuk alumni untuk diskusi terkait sekolah. Selain itu sekolah juga sudah mengadakan kerjasama dengan universitas-universitas, salah satunya ITB.

  Peran kepemimpinan dalam sebuah organisasi tersebut dijelaskan oleh Kepala SMA 1 Padang  yang menjelaskan kejelasan fungsi organisasi terlihat dari pembagian tugas masing-masing bagian, kemudian dalam penyusunan program kerja (jadwal pelaksanaan), monitor/tindak lanjut. Misalnya untuk guru-guru yang masih kurang dalam hal kompetensi pengajaran kemudian diberikan pembinaan dan guru yang berkualitas diberikan reward yang sesuai. Penghargaan kepada guru tersebut diberikan atas dasar musyawarah bersama.

Beberapa pengaruh kepemimpinan organisasi sekolah terhadap peran dan tugas Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Padang dijelaskan oleh kepala sekolah SMP 8 Padang : Ibu Ernawati Syafar, S.Pd bahawa peranan kepemimpinan yang jelas harus ada. Terkait dengan agenda kerja, maka kepala sekolah berserta tim, yang dalam hal ini tergabung dalam tim penyusun rencana kegiatan sekolah. Dalam rencana ini mencakup program sekolah, rencana anggraan dan kegiatan sekolah. Semua program ini kemudian diturunkan kepada bagian yang dibawah. Diakui juga kepala sekolah mempunyai sikap tanggap yang baik terhadap semua hal yang ada di sekolah. Kepala sekolah harus konsisten dan harus mampu berkerjasama dengan komite sekolah serta memberikan penghargaan kepada guru yang berjasa dan menjadi teladan serta kebanggan bagi sekolah.

Sedangkan Kepala Sekolah SD 18 Kampung Baru Padang menjelaskan peranan kepemimpinan jelas terlihat dari upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam menjelaskan tugas dan fungsi manajemen sekolah yang dipimpin yaitu bendahara, sekretaris, tata usaha dan pustaka. Contoh kasus yang paling real adalah waktu membeli bahan bangunan untuk pembangunan sekolah di beli oleh kepala sekolah dengan bendahara. Hasil dari kegiatan pembelian ini dikumpulkan dalam bentuk rapat rencana belanja sekolah dan dilaksanakan tiap tahun serta dapat disampaikan kepada Dewan Pendidikan 

Kejelasan agenda pelasanaan tugas yang harus dilakukan merupakan faktor kepemimpinan yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan pendidikan, sebagaimnana yang disampaikan oleh wakil kepala sekolah SMA 8 Padang bahwa peranan kepemimpinan : kepala sekolah punya agenda yang jelas, dan dikomunikasikan dengan jelas pada saat briefing setiap bulannya. Dilaksanakan dalam bentuk pertemuan yang diikuti oleh semua elemen yang ada dalam lingkungan sekolah. Program kerja juga dibuat setiap bulannya dan dievaluasi juga setiap bulannya. Kebijaksanaan kepala sekolah juga dirasakan dalam menjaga kedisiplinan guru. Dan kepala sekolah juga berperan aktif dalam menjaga kedisiplinan sekolah serta menegur guru yang tidak disiplin. 
5.2.3. Pengaruh Keberadaan Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Kota Padang 

Pengaruh keberadaan Komite Sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di Kota Padang dapat dilihat beberapa peranan yang yang dijalankan oleh Komite Sekolah, diantaranya. Pertama, keberadaan komite sekolah yang sangat berperan adalah dalam rangka membantu penyediaan sarana untuk sekolah. Kedua, komite sekolah juga sangat berperan dalam menciptakan kerjasama dengan sekolah dan pihak-pihak luar yang berhubungan. Khususnya komite sekolah berperan penting dalam menciptakan seminar menyiapkan SMA 1 Padang menuju sekolah berstandar internasional.

Pengaruh keberadaan Komite Sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di kota Padang dapat dilihat dari tingkat kelulusan yang dihasilkan oleh sekolah, peningkatan tata terib dan disiplin sekolah serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pernana Komite Sekolah juga ikut menertibkan lingkungan masyarakat di sekitar sekolah agar tercapai proses belajar mengajar yang lebih baik sebagaimana yang dijelaskan kepala sekolah SD 18 Kampung Baru Padang bahwa perkembangan mutu pendidikan sejak dilibatkannya kedua lembaga ini terlihat dari SK komite sekolah dibuat oleh kepala sekolah, sekarang tepatnya 3 bulan yang lalu dibuat oleh dewan pendidikan, dalam bentuk yang lebih simple. Tugas dan fungsi komite sekolah dijabarkan secara langsung oleh dewan pendidikan. 

Peningkatan kinerja sejak dilibatkannya dewan pendidikan terlihat dari cara kepemimpinan yang ditularkan dari dewan pendidikan kepada pihak sekolah terutama dari segi kepemimpinan. Peningkatan sarana dan prasarana disekolah belum ada perubahan yang berarti. Ada baknyak hal yang diketahui oleh masyarakat seiring dengan keberadaan dewan pendidikan, misalnya kebijakan peminjaman buku bagi siswa juga dijabarkan oleh dewan pendidikan, selain itu ada tambahan buku pelajaran juga telah dijabarkan sedemikian rupa. Ada juga kebijakan pemakaian LKS sekolah sebagai pengganti buku pokok, juga memberikan manfaat kepada masyarakat dalam meringankan beban orangtua murid dalam membeli buku pokok yang diketahui memakan biaya yang lebih besar. 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh wakil kepala sekolah SMA 8 Padang bahwa peningkatan mutu pendidikan disekolah selama dilibatkannya komite sekolah meningkat, misalnya tingkat kelulusan meningkat, disiplin siswa meningkat. Contoh kasus yang pernah terjadi adalah teguran langsung dari ketua komite sekolah kepada siswa yang bolos pada jam sekolah, dan komite sekolah juga sering menjadi Pembina dalam upacara. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana, dilihat dari peningkatan kebersihan lingkungka kelas, sejak dilibatkannya komite sekolah. Kegiatan ini berupa perlombaan kelas bersih yang kemudian diberikan apresiasi dalam bentuk tropi.

Komite sekolah juga dirasakan memberikan andil dalam menegur langsung guru yang dirasa kurang disiplin dalam bertugas. Pada umumnya dengan dilibatkannya lembaga ini (komite sekolah) telah memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat sekitar. Salah satu contoh nya adalah teguran dari komite sekolah kepada masyarakat sekitar yang berjualan dan menjual rokok kepada siswa yang jelas-jelas dilarang terutama pada saat jam pelajaran berlangsung. Kemudian dilema juga dirasakan oleh masyarakat itu sendiri yang berjualan dan anaknya juga diketahui bersekolah disekolah tersebut.

Kepala sekolah SMP 8 Padang  Ibu Ernawati Syafar, S.Pd  menjelaskan bahwa prestasi yang besar sejak dilibatkannya komite sekolah dan dewan pendidikan adalah, sekolah ini menjadi sekolah dengan komite sekolah terbaik seindonesia. Dewan pendidikan juga mengadakan lomba komite sekolah. Sekolah ini juga menang untuk tingkat provinsi. Semua ini berawal dari tekad manajemen sekolah terutama komite sekolah untuk menjadi sekolah percontohan dan hal ini dapat dicapai. Kemudian semua kegiatan yang ada disekolah harus ada acc dari komite sekolah.

Peningkatan sarana dan prasarana juga dirasakan, misalnya semua sarana dan prasarana disekolah di kelola melalui kerjasama dengan komite sekolah, sekolah juga punya konsultan IT dan ini juga dikelola oleh komite sekolah. Peningkatan kinerja juga dirasakan melalui keseriusan yang dimunculkan oleh komite sekolah dalam mengelola daya listrik sekolah dan kebijakan biaya untuk ekskul juga diketahui oleh komite sekolah.  Masyarakat tentu saja tahu, bisa dibuktikan bahwa kerjasama dengan lurah dan camat serta RT. Terutama hal-hal yang berkaitan denga keamanan sekolah selama tidak ada kegiatan belajar mengajar. Rapat paripurna sekolah juga melibatkan pihak-pihak yang disebutkan tadi, terutama dalam masukan tentang pembangunan sekolah.

Pengaruh peranan Komite Sekolah dalam peningkatan sarana dan prasrana sekolah juga diakui oleh Kepala sekolah SMP N 25 Padang  Ibu Dra. Hj. Fahrina Archam bahwa terdapat peningkatan mutu pembelajaran di sekolah tersebut. Contohnya efisiensi proses belajar dan mengajar dari guru diusulkan kekomite sekolah.Bertambah, contohnya 150 juta untuk membangun kelas untuk belajar mengajar, 100 juta alokasi dari pemerintah pusat, 50 juta dari komite sekolah. BOS hanya untuk operasional harian. Anggaran dana kurang karena itulah perlu adanya anggaran.Misalnya dengan wakil orangtua di komite sekolah bisa ditransparansikan ke orangtua murid. Bisa diawasi oleh komite sekolah. Melalui anak-anak, melalui rapat-rapat komte sekolah, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban dari komite sekolah.

6.1.Kesimpulan 

Keberhasilan tujuan pendidikan ditentukan oleh kejelasan tujuan yang hendak dicapai oleh sekolah tersebut serta kerjasama yang dibangun oleh pihak sekolah dengan unsure-unsur lain yang  terkait dengan pengembangan sekolah tersebut baik dari lingkungan masyarakat disekitarnya maupun pihak-pihak stakeholders lain yang terkait dengan luaran sekolah tersebut. Keberhasilan tujuan ini juga harus didukung oleh kelengkapan sarana dan prasarana yang menunjang tercapainya tujuan tersebut, baik dalam bentuk sarana dan prasarana secara fisik seperti fasilitas labor, ruangan kelas maupun factor lingkungan penunjang lainnya seperti luasnya lahan sekolah, begitu juga factor penunjang non fisik lainnya seperti persoalan organisasi sekolah yang terdiri dari struktur organisasi, kepemimpinan, dan sumbedaya manusia yang tersedia dalam organisasi tersebut.

Peranan dan tugas Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah terkait dengan beberapa persoalan yang menunjang keberhasilan tujuan pendidikan tersebut, baik sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan terhadap kemajuan sekolah melalui penetapan visi, misi, tujuan dan program yang hendak dilaksanakan sekolah tersebut maupun sebagai lembaga penghubungan antara sekolah dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengembangan mutu sekolah tersebut dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjang tujuan pendidikan di sekolah tersebut.

Terdapat jaringan kerjasama yang terkait satu sama lain dan saling menunjang baik antara Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pendidikan dengan Dewan Pendidikan, serta Komite Sekolah dengan pihak manajemen sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah, majelis guru dan staf tata usaha dalam peningkatan mutu pendidikan di Kota Padang. Peran Dewan Pendidikan adalah meyakinkan pihak manajemen sekolah terhadap peran dan tugas Komite Sekolah dalam peningkatan mutu sekolah tersebut, serta menyampaikan aspirasi sekolah tersebut kepada pihak pemerintah melalui Dinas Pendidikan. 

Beberapa tugas dan dan peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di kota Padang diantaranya adalah sebagai pihak pemberi pertimbangan terhadap berbagai kebijakan sekolah melalui penetapan visi, misi, tujuan sekolah. Peran tersebut terlaksana melalui keikutsertaan pihak Komite Sekolah dalam berbagai lokakarya yang diselenggarakan pihak sekolah dalam penetapan visi dan misi sekolah, serta tujuan yang hendak dicapai sekolah. Beberapa sekolah mengikutsertakan Komite Sekolah dalam penetapan program yang hendak dicapai sebagai turunan tujuan yang hendak dicapai sekolah, tetapi beberapa skolah tidak mengikutsertakan Komite Sekolah.

Bentuk peranan dan tugas Komite Sekolah dalam penetapan program diantaranya adalah penetapan program ekstakurrikuler yang membutuhkan kejelian dalam melihat kebutuhan masyarakat terhadap keterampilan siswa yang harus dimiliki oleh output yang dihasilkan oleh sekolah tersebut maupun bantuan dana operasional pembiayaan program tersebut. Keterlibatan Komite Sekolah dalam segi pendanaan ekstrakurrikuler ini dibutuhkan mengingat keterbatasan sekolah mencari tambahan dana operasional sekolah sejak diberlakukannya larangan pungutan oleh sekolah terhadap orangtua murid sejak bergulirnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah tersebut.

Persoalan pendanaan ini merupakan bentuk hambatan atau kendala internal organisasi, disamping persoalan kewenangan yang terbatas dimiliki oleh Komite Sekolah untuk menentapkan bentuk dan jenis kurrikulum yang hendak diterapkan di sekolah tersebut untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Padang. Kebijakan penetapan kurikulum sekolah, jumlah kelas yang diterima, tata tertib sekolah merupakan beberapa kebijakan pendidikan yang sudah diatur dinas pendidikan   sebagai pihak yang memiliki kewenangan tertinggi di atas kewenangan sekolah, sedangkan fungsi sekolah hanyalah melakukan penerapan terhadap berbagai aturan atau ketentuan yang telah ada tersebut.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program sekolah dilaksanakan secara perioik setiap bulannya, sedangkan evaluasi terhadap tujuan sekolah dilaksanakan sekali enam bulan atau setiap akhir tahun ajaran. Rangkaian yang berkesinambungan antara pelaksanaan program, penetapan tujuan serta visi dan misi yang dirancang dalam beberapa tahapan tujuan jangka panjang, jangka menegah dan jangka pendek memungkinkan terbentuk struktur organisasi, kepemimpinan yang aspiratif dalam menampung perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan melalui keberadaan peran dan tugas Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Faktor eksternal organisasi yang mempengaharui peran dan tugas Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Padang adalah persoalan keterbatasan lahan maupun pilikan lahan sekolah. Sekolah yang didirikan diatas lahan yang dikuasi oleh masyarakat melalui status pemilikan tanah ulayat kaum menimbulkan persoalan ketetangan hubungan antara pihak sekolah dengan lingkungan masyarakat disekitarnya, persoalan tersebut kemudian menjurus kepada tuntutan penerimaan siswa yang tidak memenuhi standar ukuran nilai yang ditetapkan oleh pihak sekolah.

      6.2. Saran

Peran dan tugas Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di kota Padang lebih dapat ditingkatkan melalui pemberian kewenangan yang lebih besar dan penetapan kurikulum, pengadaan jumlah kelas yang salama ini berada dalam kewenangan Dinas Pendidikan serta kewenangan lain dalam pencarian dana operasional sekolah yang terkait dengan larangan pengadaan pungutan sejak diberlakukannya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh pemerintah.

 6.3. Ucapan Terima Kasih 

1. Penelitian ini dimungkinkan terlaksana berkat bantuan dari dana DIPA Unand tahun 2009/2010.Untuk itu, ucapan terima diaturkan kepada Lembaga Penelitian Unand yang telah memberikan bantuan dana tersebut kepada peneliti
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